
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEI{YUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Ol8 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20tl Nomor 82, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa95);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6868);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l L Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632t!;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 20911;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2l sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa (L,embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
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15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2Ol8 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2024.

PEDOMAN
BELANJA

PEI\TYUSUNAN
DESA TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Nganjuk.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan narna lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan Desa.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKp
Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

lt.Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
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Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NrP. 1966L227 t98602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JUK TAHUN 2023 NOMOR 23

dengan aslinya
KEP HUKUM,

SUTRISN
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12. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

tahun. an€garan- y3ng menJadi hak Desa dan tidak perlti
dikembalikan oleh Desa.

13. Belanja Desa adalah adalah semua pengeluaran yang
merupak?n .kewljiban Desa dalam 1 (satu) tahun €rnggaran
yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

14. P-embiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
$ibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akin aiterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024,
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan

kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan ApB
Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan petunjuk teknis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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NIP. 196 t 199202 1 001


